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KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 057/HK.01.01K.NT-13/11/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbanc : a bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

b bahwa untuk menjamin kelancaran dan kepastian penyusunan
keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di
Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk Tim Penyusun;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 141),

4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018

tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di
Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di
Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 706);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1079);

7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ROTE NDAO TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024,

: Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Konstitusi Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas

mengumpul, menyusun dan menyampaikan dokumen pengawasan serta
dokumen keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan
kabupaten Rote Ndao

. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati Wakil Bupati
gubernur dan Wakil Gubernur Badan Pengawas Pemilihan Umum
kabupaten Rote Ndao

. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun
2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ba,a.
pada tangggl_ - 18 November 2024
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
(Kabupaten Rote Ndao)

Nomor 057/HK.01.01/K.NT-13/11/2024

Tanggal 18 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TiM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEARAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN 2024
KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM RINCIAN TUGAS
I. | Pengarah dan Penanggung Jawab
1. | Demsi Toulasik, SE Ketua Pengarah . Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Keterangan Tertulis
(Koordinator) Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format,
substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui
pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada
Mahkamah Konstitusi.

2. | .Hasan S. Selolong Kordiv Hukum, Pencegahan, Pengarah dan . Menyusun Keterangan Tertulis PHPKADA telah sesuai dengan

Partisipasi Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat

Penanggung jawab

format, substansi, dan dokumen bukti serta alat bukti yang
didasarkan pada pokok Permohonan.

. Mereviuw dan. memastikan Keterangan Tertulis PHPKADA telah

sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta alat
bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan.

. Memastikan Sekertaris, Ketua dan Anggota Tim penyusun

keterangan tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan serta tugas lainnya sesuia dengan
kebutuhan




KEDUDUKAN

NO NAMA JABATAN DALAM TIM RINCIAN TUGAS
3. | Patje J.B Tari, SE Pepnaganan Pelenggaran Pengarah Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format,
dan Penyeleian Sengketa substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui
pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada
Mahkamah Konstitusi.
Il. | Sekretaris
6. | Marthinus Allo, SH Kepala Sekretariat Sekretaris Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan
dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal
lll. | Ketua
7. | Carolina H Sinlae Kepala Sub Bagian Hukum / Ketua Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota
Pejabat Fungsional pada Sub dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau
Bagian Hukum Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
IV. | Anggota
8. | Yusrim Yefta Pah Anggota 1. Mengklasifikasikan Dokumen berdasarkan tahapan pemilihan;
2. Melakukan penyusunan (drafter);
9. | Destanto M Lenggu Anggota 3. Menjadi penghubung;
10. | Leionardho E Balukh Anggota g. Eerlzgelolaandquyr?en.b;lkti;
) . Dukungan administrasi; dan
11. | Sahrian D Duka Anggota 6. Tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. | Yalen M Ndun Anggota
13 | Dominggus L Ledoh Anggota

/Badan Pengawas Pemilihan Umum
/2~ Kabupaten Rote Ndao
X/ Al 3 '\'{i(gtua‘ .




